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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

hahwa sehubungan dengan penambahan beberapa
sekolah baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan, sehingga perlu unuk ditetapkan
:rm&aﬂi Unit Pﬂm; Tnim:s Du.m‘ah Satuan

bahwa dalam rangka sinkronisasi Nomor Pakok
Sekolah Nasional [(NPSN| dengan Data Pokok
Pendidikan [DAPODIK) vang diterbitkan oleh
nementerian Pendidiken dan Kebudavaan Republik
indonesiza,

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b. periu
menetapkan Pératuran Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupat Asahan Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Nasrah
Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan
Undang-Undang Darura: Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

mmn H@m Republik Indopnesia Tahun 1956
Ni arl Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repuhlik
Indenesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301},

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor [57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembeptukan Peraturan Perundang-Undangan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 153 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398};

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil NegaralLlembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 243, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587
sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir
dengan Undang-Undang Noemor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tenteng Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3679);

Peraturan Pemerintash Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasiona! Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4486,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1% Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nemor 74 Tshun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah Bengan Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomaor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Humwﬁaﬁﬂj;

Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneaia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Awas Peratiran Pemerintah Nomaor
i7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penvelenggargan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik  indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkar Daerah ([Lembaran Negarzs Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerin:iah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 rtentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubdhan atas Peraturan
Menzen Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dserah (Berita Negara
Repubkk Indomesia Tabun 2018 Namor 157);




14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dasrah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor 431}

13. Keputusan Kepala  Badan Penelitian  dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3574,/0.04/KL/2009 teniang Penetapan Nomor
Pokok Sekolah Nasional, sebagaimana telah diubah
{iengm_l Reputusan Kepala Badan Penelitan dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
Nomaor 3793.9/G.G3/KL/2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Aepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Fenetapan Nomor
Pokok Sekolah Nasional:

14, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2016 Nomor 1

i3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016
tentang RKedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi
Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita
Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahus 2018
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
Rabupaten Asahan (Beritg Daerah rabupaten Asahan
Tahun 2018 Nomaor 25);

' MEMUTUSKAN :

Menetapken :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPAT! ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Pasal |

Ketentuan Lampiran | Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018
g Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan
Fformal FPada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten
Tahun 2018 Nomor 25| diubsh, sehingea menjadi sebagaimana
EfEAntum dalam Lampiren yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart




Ditetapkan di Kinaran
pada tAnggal 15 November 2021

BUPATI ASAHAN.

tid

SURYA

= Biundangkan di Kisaran
“Pada tanggal 15 November 2021

SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN ABAHAN,
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